
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SMJBONDO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR :22 / HK.O3. 1 -Kpt/ 3 5 1 2 / KPU-Kab / VI/ 2O2 t

TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2O2I

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang

\-

a. bahwa dalarn rangka rnelaksanakan proses
Reforrnasi Birokrasi dan rencar.a aksi perlu
dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi
kelem.bagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai untuk
m.enilai kondisi birolcasi di lingkungan Kornisi
Pernilihan Llmum. Kabupaten Situbondo;

b. batrwa dalarn rangka menindaklanjuti percepatan
pelaksanaan Reforrnasi Birolrasi di lingkungan
Komisi Pernilihan LJmurn Kabupaten Situbondo,
maka perlu rnenetapkan rencana aksi Reforrnasi
Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana
dirnaksud huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Kornisi Pernilihan tJrrurn Kabupaten
Situbondo tentang Rencana Aksi Reformasi
Birokrasi di Lingkungan Kornisi Pernilihan Urnum
Kabupaten Situbondo Tatrun 20.21.

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2077 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109)

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand. Design Reformasi Birokrasi 20I0-1025;

3. Peraturan Presiden Nomor 1O5 Tahun 2Ol8 tentang

Kedudukan, T\rgas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan

Tata Kerja Seketariat Jenderal Komisi Pemilihan

Mengingat



Umum, Seketariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten I Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2OLB Nomor 196);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum

Kabupate /Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol9 Nomor 32011, sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 2l Tahun 2O2O tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia) Tahun 2O2O Nomor 1783);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2O2O tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata kerja Seketariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Seketariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Seketariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

1236);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2O tentang

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2O2O-2O24 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O nomor aa\;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2O2O tentang

Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

aa\;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 6 12/ORT.Oa-Kpt/ 05 /KPU /XII / 2O2O tentang

Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum

Tahun 2O2O-2O2a;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 3\4IORT.O7-Kpt/Ol /KPU /V /2021 tentang



Memperhatikan

\- Menetapkan

KESATU

KEDUA

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota.

Keputusam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Situbondo Nomor: 21 /HK.O3. 1-Kpt/3512 /KPU-Kab/Vl/
2O2l tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Situbondo Nomor : I/HK.03.1-

Kpt/ 35 12 IKPV -Kab /l / 2021 Tentang Tim Reformasi

Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SITUBONDO TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI

BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAE}UPATEN SITUBONDO TAHUN 2O2I.

Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birolaasi di
Lingftungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Situbondo Tahun 2O2l sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Rencana Aksi Birokrasi bertujuan antara lain :

a. Menjadi Pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Situbondo Tahun 2027;

b. Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Jawa timur yang professional dengan

berkarateristik, berintegritas, berkineq'a tinggi,

berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang

teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur Negara;

c. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan system

manajemen sumber daya manusia yang profesional di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Situbondo.



KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Situbondo

Padatanggal 28 Juni 2O2l

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

SITUBONDO ,

a

\,

\-

#, \$tEltlo"l

MARWOTO
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T,AMPIRAN 

(
KEPUTUSAN KOMISI PEMIUHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR :22 / HK.O3.r -Kpt / 3512 / KPI'J -Kab / vl I 2O2 |
TEI{TANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SITUBONDO

PELAKSANAAN (BULAN}NO AREA PERUBAHAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN
1 2 3 4 5 6 7 o 9 10 11 12

1 2 4 q 6 7 8 I 't0 1't 12 IJ 14 15 16 17
1 Membentuk Tim Reformasi

Birokrasi yang ditetapkan
dengan keputusan

1 Keputusan tentang Tim Reformasi
Birokrasi yang melibatkan seluruh unit
organisasi v

2 Pembangunan komitmen
bersama seluruh jajaran
pegawai dan pejabat untuk
melaksanakan Reformasi
Birokrasi secara konsisten
dan melakukan perubahan
mental

2 Kegiatan kick off (deklarasi) pelaksanaan
Reformasi Birokrasi

v v

1 Manajemen
Perubahan

1 Pembentukan Tim
Reformasi Birokrasi

J Penyusunan Rencana Aksi
Tahunan RB dan Rencana
Aksi Agen Perubahan
dilingkungan KPU
Kabupaten Silubondo

Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana
Aksi Agen Perubahan dilingkungan KPU
Kabupaten Situbondo

v v

KEGIATAN
KET

v



2. Pelaksanaan
Manajemen
Perubahan

1 1

v v v

2 Pemberian penghargaan
untuk mendorong motivasi
perubahan

2 Pemberian pegawai teladan minimal satu
kalidalam satu tahun v

3 Sosialisasi Reformasi
Birokrasi melalui berbagai
media kepada pihak
intemaldan ekstemal

3 Sosialisasi kegiatan Reformasi Birokrasi
melalui berbagai media sosialisasi
sekretariat v

2 Penataan Peraturan
Perundang-Undangan

1 Harmonisasi
peraturan
perundang-
undangan / produk
hukum satuan kerja

1 Melakukan identifikasi,
analisis, dan pemetaan
terhadap seluruh produk
hukum (keputusan, berita
acara, perjanjian
kerjasama) di lingkungan
satuan kerja yang tidak
harmonis/sinkron

1 Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan
pemetaan terhadap seluruh produk
hukum (keputusan, berita acara,
perjanjian kerjasama) di lingkungan
satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron v v V

2 Melakukan revisi terhadap
produk hukum (keputusan,
berita acara, perjanjian
kerjasama) di lingkungan
satuan kerja yang tidak
harmonis/sinkron.

2 Revisi atau produk hukum (keputusan,
berita acara, perjanjian kerjasama) di
lingkungan satuan kerja yang tidak
harmonis/sinkron. v v v v v v v v v

2. Pengelolaan JDIH 1 Pembangunan JDIH
Satuan Kerja

1 Dapat diaksesnya JDIH satuan kerja
v

2 Pengelolaaan JDIH satuan
keria

2 Update data JDIH satuan kerja v v v v v v v v v v v v
3 Penguatan

Kelembagaan /
Organisasi

1 Evaluasi organisasi 1 Evaluasi organisasi di
lingkungan KPU
Kabupaten Situbondo

1 Terisinya jabatan struktural dan anggota
KPU sesuaiKlaster v v

2. Pengisian kuisioner
Evaluasi organisasi

2. Pelaporan Evaluasi organisasi kepada
KPU ProvinsiJawa Timur v v

lntegritas dilingkdngan
kerja: 'l

Penandatanganan pakta
integritas di lingkunga
kerja.
2. Pelaporan LHKPN dsn
LHKASN setiap tahun
3. Pelaksanaan
managemen benturan
kepentingan
4. Pembangunan zona
integritas

Presentase penandatanganan pakta
integritas baik Anggota KPU dan ASN
2. presentase pelaporan LHKPN dan
LHKASN



2 Penyesuaian SOTK 1 1

v v v v v v v v

2 Pembuatan dokumen
struktur organisasi
uniUsatuan kerja

2 Struktur Organisasi uniUsatuan kerja

v v v v v v v v v

4 Penataan Tata laksana 1 Penguatan Sistem
Akuntabilitas
Kinerja lnstansi
Pemerintah

,| Penyusunan peta proses
bisnis dan SOP di
lingkungan KPU Provinsi
Jawa Timur;

1 Seluruh peta proses bisnis telah disusun
sesuai dengan pedoman penyusunan
Peta Proses Bisnis; v v

2 Tersedia peta proses bisnis yang sesuai
dengan tugas dan fungsi; v v

3. Peta proses bisnis telah sesuai dengan
dokumen rencana strategis dan rencana
kerja organisasi; dan

v v

2 Evaluasi proses bisnis
dilingkungan uniUsatuan
kerja;

Telah dilakukan evaluasi terhadap
seluruh peta proses bisnis yang sesuai
dengan efektivitas hubungan kerja antar
unit organisasi untuk
menghasilkan kinerja sesuai dengan
tujuan organisasi

v v

3. Penyusunan SOP di
lingkungan KPU Provinsi
Jawa Timur

1 Telah dilakukan penjabaran seluruh peta
lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP v

2. Seluruh peta proses bisnis telah
dijabarkan dalam SOP; v

3. SOP sudah dilegalkan; dan v
4. Seluruh Prosedur operasional tetap

(SOP) telah diterapkan. v
4 EvaluasiSOP di

lingkungan uniUsatuan
kerja

Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan
efektivitas peta proses bisnis dan SOP
secara berkala dan seluruh hasilnya
telah ditindaklanjuti

v v

2 Penyelenggaraan
Keterbukaan
lnformasiPublik

1 Tata kelola PPID di
lingkungan UniUSatuan
Kerja:

1 Adanya kebijakan pendukung PID; v v v v v v v v v v v v
2. Dapat diaksesnya Maklumat Layanan,

Standar Pelayanan, dan SOP terkait
permohonan informasi oleh stakeholder; v

SOTK uniUsatuan kerja sesuai mandat
penyesuaran

SOTKuniVsatuan kerja
sesuai mandat

v



3. v
4. Jumlah permohonan masuk, sedang

diproses dan sudah selesai ditindak
lanjuti;

v

5 Jumlah sengketa informasi; v
6. Adanya rekomendasi/pelaksan aan

rekomendasi hasil monitoring dan
evaluasi pengelolaan PPID; dan

v

7 lndeks kepuasan permohon informasi.

v

3 Tata kelola dan
implementasi
Sistem
pemerintahan
Berbasis Elektronik
(sPBE) di
lingkungan KPU
ProvinsiJawa Timur

1 Pemanfaatan aplikasi
SPBE administrasi
kesekretariatan:
1) Aplikasi Keuangan
2) Aplikasi Pengadaan

persentase (%) Pengadaan melalui
aplikasi pengadaan

v v v v v v v v v v v v

2 Pemanfaatan aplikasi
SPBE pelayanan publik::
1) Layanan pengaduan
Publik 2)
Layanan Dokumentasi dan
lnformasi Hukum
4) Layanan Kepemiluan
5) Layanan lnformasi dan
Dokumentasi (PPID)

1 Dapat diaksesnya aplikasi pengaduan
oleh publik, SOP dan jumlah
pengaduflaporan;

v v v v v v v v v v v v

2 Aplikasi Dokumentasi lnformasi Hukum di
lingkungan satuan kefla (JDIH
Sekretariat) yang selalu diperbaharui;

v v v v v v v v v v v v

3. Dapat diaksesnya WBS oleh stakeholder,
SOP dan Jumlah
pelapor/Laporan Pengaduan ;

v v v v v v

4 Jumlah pemohon melalui aplikasi PPID
Satuan kerja oleh publik. v

4. Penerapan sistem
kearsipan yang
handal

1) Penerapan sistem arsip
2) Kerjasama dengan arsip
daerah
3) Pembangunan JF
Arsiparis di lingkungan
uniUsatuan kerja

1 Terkelolanya arsip statis,dinamis, manual
dan digital di lingkungan KPU Provinsi
Jawa Timur

v v v v v v v v v v v v

2 Terkelolanya arsip statis dan dinamis di
lingkungan KPU ProvinsiJawa Timur v v v v v v v v v v v v

3. Terdokumentasinya arsip vital v v v v v v v v v v v v
5. Penguatan Sistem

Manajemen SDM ASN
1 Pembangunan

Sistem Merit
1 Penerapan Pengukuran

Kinerja lndividu
1 Seluruh pegawai memiliki Sasaran

Kinerja Pegawai v v

1)

Kebijakan/
Layanan/ Standar
Pelayanan/SOP PID di
lingkungan satuan kerja

Peningkatan kapasitas
pengelola PPID di
lingkungan satuan kerja;
3). Pengelolaan PPID dan
e- PPID di lingkungan
satuan kerja;
4). Melakukan monitoring
dan evaluasi pengelolaan
PPID dan e-PPID
5). Survei kepuasan
pemohon informasi

Meningkatnya kepuasan layanan PID;



2

v v v

3 Sasaran Kinerja Pegawai mendukung
Sasaran Strategis dan pencapaian
kinefl a seerra bejenjang/ Cascading

v v v v

4 Pengukuran periodik Sasaran kinerja
lndividu v v v v

5 Adanya evaluasi dan pelaksanaan hasil
evaluasiSKP v v v v

6 Penilaian kinerja individu telah dijadikan
dasar untuk pengembangan karir
individu/pemberian reward and
punishment

v v v v

2 Penerapan disiplin dan
Kode Etik Penyelenggara
Pemilu

1 Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya
v

2 Jumlah Pelanggaran tahun ini

{3 Jumlah pelanggaran yang sudah
diberikan sanksi/hukuman

3 Perencanaan kebutuhan/
penambahan jumlah
pegawai baik ASN maupun
Non ASN menggunakan
Analisa Beban Kerja (ABK)

Tersedianya dokumen Analisis Beban
Kerja

v

4 Pengisian Sistem
lnformasi Kepegawaian

Data kepegawaian yang mutakhir di
lingkungan uniUsatuan kerja. v

2 Profesionalisme
ASN

Pembangunan jabatan
fungsional di lingkungan
uniUsatuan kerja

Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang
mendukung unit dan satuan kerja v v

b Penguatan
Akuntabilitas Kinerja

1 Penguatan Sistem
Akuntabilitas
Kinerja lnstansi
Pemerintah

1 Penyusunan dan
penetapan Renstra satuan
kerja

Renstra Satuan Kerja

v v

2 Reviu renstra satuan kerja Renstra hasil revieu v
3 Penetapan Kinerja dengan

menerapkan reward and
punisment

1 Adanya dokumen penetapan Kinerja
hingga level Eselon lV v v v

2. % Capaian kinerja merupakan unsur
pemberian Reward & Punishmet v v v v v v v v v v v v

Seluruh pegawai memahami indikator
keberhasilan dari tugas dan jabatan
(Target outpuUmutuAraktu/biaya

v



J.

v v v v v v v v v v v

4. Penyelenggaraan
anggaran yang efektif dan
efisien

1 Adanya Program dan kegiatan:
1) Jumlah program
2)Jumlah kegitan
3) Jumlah program yang mendukung
tercapainya kinerja utama organisasi
4) Jumlah kegiatan yang mendukung
tercapainya kinerja utama organisasi

v v v v v v v v v v v v

2. Persentase sasaran Kinerja:
1) Jumlah Sasaran Kinerja
2) Jumlah Sasaran Kinerja yang
tercapai 100% atau lebih

v v v v v v v v v v v v

J. Persentase Anggaran yang berhasil
direfocussing untukmendukung
tercapainya kinerja utama organisasi:
1) Jumlah anggaran total
2) Jumlah anggaran yang berhasil
direfocusing

v v v v v v v v v v v v

6. Pengukuran Capaian
Kinerja UniUSatuan Kerja

%o Capaian kinerja uniUsatuan kerja
v v v v

7 EvaluasiCapaian
Kinerja UniUSatuan Kerja

1 Adanya rencana tindak lanjut dan
pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi
capaian kinerja uniUsatuan kerja

v v v v

2. Reviu Lakip uniUsatuan kerja v
8. Pelaporan Kinerja

UniUSatuan Kerja
3 Pelaporan kinerja uniUsatuan kerja tepat

waktu v
2 Evaluasiintemal

akuntabilitas kinerja

,| Pemutakhiran data kinerja
di aplikasi E- Lapkin;

1 Terisinya aplikasi e- Lapkin

v v v v v

2. Data e-Lapkin uniUsatuan kerja
termutakhir v v

7 Penguatan
Pengawasan

1 Sosialisasidan
internalisasi
pengawasan

Sosialisasi dan intemalisasi
gratifikasi dan benturan
kepentingan dilingkungan
satuan kerja

Terlaksananya sosialisasi dan intemalisasi
gratifikasi dan benturan kepentngan di
lingkungan kerja v

Peta strategis yang mengacu pada
kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja)
organisasi dan dijadikan dalam
penentuan kinerja seluruh pegawai

v



2. Pembangunan
sistem pengawasan
intem

1 1

2. Menyelengggerakan
kegiatan SPIP yang
meliputi:

2 Terlaksanannya kegiatan SPIP

v v v v v v v v v v v v

a. Menetapkan lingkungan
pengendalian

3 Penyampaian Laporan SPIP yang tepat
isi dan waktu penyampaian

v v v v v v v v v v v vb. Melakukan penilaian
resiko

c. Melakukan kegiatan
pengendalian

d. Melakukan informasi
dan komunikasi
pengawasan , dan

e. Melakukan pemantauan
pengendalian intem v v v v v v v v v v v v

3 Penanganan
pengaduan
masyarakat KPU

1 Pembangunan sistem
pengaduan masyarakat

1 Tersedianya unit pengelola pengaduan
masyarakat v

2 Menyelenggarakan sistem
pengaduan masyarakat

2 Tersedianya email dan kotak pengaduan
masyarakat v v v v v v v v v v v V

3 Melakukan monitoring dan
evaluasi sistem
pengaduan masyarakat

3 Tersedianya laporan pengelolaan
pengaduan masyarakat v v v v v v v v v v v v

I Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

I Penerapan
pelayanan satu atap
KPU

1 Kebijakan standar
pelayanan

1 Tersedianya standar pelayanan
v v v v v v v v v v v v

2 Maklumat pelayanan
lnformasi

2 Maklumat pelayanan permohonan
informasi sesuai maklumat v v v v v v v v v v v v

3 Penyusunan dan
pelaksanaan SOP
pelayanan lnformasi

3. Tersedianya SOP pelayanan lnformasi

v

4 Pelayanan dipusatkan
dalam satu tempat

4. Pelayanan terpadu yang dipusatkan
dalam satu tempat v

2 Penerapan
partisipasi publik

dalam upaya

,| Pendidikan bagi para
pemilih

1 Tersedianya dan terselenggaranya
layanan Rumah Pintar Pemilu v v v v v v v v v v v v

Pembentukan
tugas Sistem
Pengendalian lntem
Pemerintah (SPIP)

Ditetapkannnya keputusan terkait
SPIP

v



Melaksanakan
yang melibatkan
stakeholder

meningkatkan
kualitas pelayanan

2 TeMujudnya kegiatan melibatkan
stakeholder

(
v

1 Dibentuknya helpdesk pengaduan
masyarakal v

2 Tersedianya SOP pelayanan pengaduan
v

Kegiatan penguatan
pengelolan
pengaduan
masyarakat yang
efektif dan
terintegrasi secara
nasional

Pengelolaan pengaduan
masyarakat

Terlaksananya evaluasi pengaduan yang
masuk v

Penerapan reward
and punishment
dalam
penyelenggaraan
pelayanan publik

Penerapan reward and
punishment dalam

Penyelenggaraan pelayanan

Adanya kebijakan di masing-masing satuan
kerja terhadap pelayanan yang
memuaskan/lidak memuaskan v

I
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28 Juni 2021
Kabupaten Situbondo
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Ketua,


